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ABSTRAK 
INDAH REZKY MULIA  (B111 08 422), Kedudukan Anak Perempuan 
Keturunan Sayyid yang Menikah dengan Laki-Laki yang Bukan 
Keturunan Sayyid terhadap Harta warisan Orang Tua di Desa 
Cikoang Kabupaten Takalar, dibimbing oleh Hj.Nurhayati Abbas dan 
Kahar Lahae. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1.) alasan anak 
perempuan keturunan Sayyid dianggap tidak cakap dalam hal mewaris, 
2.) kedudukan anak perempuan keturunan Sayyid yang menikah dengan 
laki-laki dari luar komunitasnya terhadap harta peninggalan orang tua 
menurut hukum Islam dan hukum adat setempat, dan 3.) perlindungan 
hukum yang dapat diberikan kepada anak perempuan keturunan Sayyid 
yang menikah dengan laki-laki dari luar komunitasnya, yang 
keberadaannya dan pelaksanaannya diduga bertentangan dengan Hukum 
Kewarisan Islam. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cikoang Kabupaten Takalar 
serta di Pengadilan Agama Takalar. Data yang diperoleh dari data primer 
dan data sekunder diolah dan dianalisis secara berdasarkan rumusan 
masalah secara kualitatif deskriptif. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1.) kebiasaan masyarakat 
keturunan Sayyid yang melarang anak perempuan mereka menikah 
dengan laki-laki yang bukan keturunan Sayyid yang mengakibatkan anak 
perempuan tersebut menjadi terhalang mewaris bertentangan dengan 
hukum kewarisan Islam, 2.) akibat yang ditimbulkan dari kebiasaan 
tersebut dalam hal kewarisan yaitu:terhalangnya hak mewaris terhadap 
harta warisan orang tua bagi anak perempuan keturunan sayyid dan 
putusnya hubungan kekeluargaan  antara orang tua dengan anaknya 
yang disebabkan oleh ambisi untuk mempertahankan kenasaban 
keluarga, dan 3.) anak perempuan keturunan Sayyid dapat memperoleh 
haknya kembali dengan mengajukan gugatan waris ke pengadilan agama. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
 Kehadiran seorang anak dalam suatu perkawinan merupakan 
anugrah yang sangat istimewa, bahkan tidak ternilai harganya. Setiap 
pasangan suami istri selalu mendambakan akan hadirnya seorang anak di 
dalam perkawinan mereka. Karena sangat istimewanya kedudukan dan 
kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga, dalam Islam anak 
diibaratkan sebagai perhiasan dunia, sebagaimana ditegaskan dalam Al-
Qur‟an surat Al-Kahfi ayat 46, yang artinya: 
                         
“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi 
amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya 
di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” 
 
 Sekalipun demikian, hubungan antara anak dan orang tua sering 
menimbulkan kesalahpahaman sehingga terkadang apa yang dinamakan 
hak dan kewajiban dalam hukum dapat terabaikan.  
 Menurut pasal 298 ayat 1 KUHPerdata menyebutkan bahwa, 
“Setiap anak dalam umur berapa pun juga wajib menghormati dan 
menaruh segan terhadap ibu bapaknya.” Demikian pula sebaliknya, pada 
pasal 298 ayat 2 KUHPerdata menyatakan bahwa, “Orang tua 
berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-
baiknya. ” 
 Dengan demikian, maka pasal 298 ayat 1 dan 2 tersebut 
menunjukkan sebagaimana seharusnya kedudukan anak terhadap orang 
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tuanya yang menyebabkan adanya hak dan kewajiban yang timbal balik 
antara anak dan orang tua. 
 Hukum kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fikih biasa 
disebut Faraid adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat islam 
dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan 
keluarga yang meninggal dunia. 
Hukum kewarisan Islam adalah sesuatu yang berkenaan dengan 
peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah 
meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan memegang 
peranan yang sangat penting, hal ini disebabkan karena hukum kewarisan 
itu  sangat erta kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, di 
mana setiap manusia akan mengalami peristiwa, yang merupakan 
peristiwa hukum dan lazim di sebut meninggal dunia. 
Apabila ada suatu peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang, 
hal tersebut sekaligus menimbulkan akibat hukum tentang bagaimana 
pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang 
meninggal dunia itu. Oleh karena itu, dalam hukum kewarisan Islam 
dikenal azas kematian, yaitu kewarisan semata-mata sebagai akibat dari 
kematian. 
Istilah pengelompokan ahli waris digunakan untuk membedakan 
para ahli waris berdasarkan keutamaan mewaris, sementara istilah 
penggolongan ahli waris digunakan untuk membedakan para ahli waris 
berdasarkan besarnya bagian waris dan cara penerimaannya.1 
                                                             
1
  Otje Salman S., H.R. dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, PT.Refika Aditama, 
Bandung, hlm.49 
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Secara garis besar hukum kewarisan Islam menetapkan dua 
macam ahli waris, yaitu ahli waris yang bagiannya  telah ditentukan 
secara pasti dan tertutup dalam al-Qur‟an maupun hadits nabi dan ahli 
waris yang bagiannya masih terbuka karena tidak ditentukan bagiannya 
secara pasti.  
Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, 
maka ahli waris di dalam hukum waris Islam dibagi ke dalam tiga 
golongan, yaitu:2 
a. Ashchabul furudh, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya 
tertentu, yaitu 2/3, ½, 1/3, ¼, 1/6, atau 1/8.  
Para ahli faraid membedakan ashchabul furudh ke dalam dua 
macam yaitu: 
 Ashchabul furudh issababiyyah adalah golongan ahli waris 
sebagai akibat adanya ikatan perkawinan dengan si pewaris. 
Golongan ahli waris ini yaitu janda dan duda. 
 Ashchabul furudh innasabiyyah adalah golongan ahli waris 
sebagai akibat adanya hubungan darah dengan si pewaris. 
Termasuk ke dalam golongan ini adalah: 
1. Leluhur perempuan: ibu dan nenek; 
2. Leluhur laki-laki: bapak dan kakek; 
3. Keturunan perempuan: anak perempuan dan cucu 
perempuan pancar laki-laki; 
                                                             
2
  Ibid, hlm.51 
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4. Saudara seibu; saudara perempuan seibu dan saudara laki-
laki seibu, dan 
5. Saudara sekandung/sebapak; saudara perempuan 
sekandung dan saudara perempuan sebapak. 
b. Ashabah. Para ahli faraid membedakan ashabah ke dalam tiga 
macam, yaitu: 
 Ashabah binnafsih adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan 
dengan si pewaris tanpa diselingi oleh orang perempuan, yaitu: 
1. Leluhur laki-laki: bapak dan kakek; 
2. Keturunan laki-laki: anak laki-laki dan cucu laki-laki; dan 
3. Saudara sekandung/sebapak: saudara laki-laki sekandung/ 
sebapak. 
 Ashabah bilghair adalah kerabat perempuan yang memerlukan 
orang lain untuk menjadi ashabah dan untuk bersama-sama 
menerima ushubah, yaitu: 
1. Anak perempuan yang mewaris bersama dengan anak laki-
laki; 
2. Cucu perempuan yang mewaris bersama cucu laki-laki; dan 
3. Saudara perempuan sekandung/sebapak yang mewaris 
bersama dengan saudara laki-laki sekandung/sebapak. 
 Ashabah ma‟alghair adalah kerabat perempuan yang 
memerlukan orang lain untuk menjadi ashabah, tetapi orang lain 
tersebut tidak berserikat dalam menerima ushubah, yaitu 
saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan 
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sebapak yang mewaris bersama anak perempuan atau cucu 
perempuan. 
c. Dzawil-arham adalah golongan kerabat yang tidak termasuk 
golongan ashchabul furudh dan ashabah. Kerabat golongan ini 
baru mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan 
di atas. 
Kalau dikelompokkan seluruh ahli waris dzawil-arham atas 
berdasarkan garis hubungan kerabat, maka uraiannya adalah 
sebagai berikut: 
 Garis ke bawah yaitu: anak dari anak perempuan, baik laki-laki 
maupun perempuan dan seterusnya ke bawah. Anak dari cucu 
perempuan dan seterusnya ke bawah. 
 Garis ke atas yaitu: ayahnya ibu, ayah dari ayahnya ibu dan ibu 
dari ayah ibu, dan seterusnya ke atas yang dihubungkan 
kepada pewaris melalui perempuan. 
 Garis ke samping pertama: anak perempuan saudara kandung, 
saudara seayah, saudara seibu; anak laki-laki atau perempuan 
dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu, anak-
anak laki-laki atau perempuan dari saudara seibu; beserta 
keturunannya garis ke bawah. 
 Garis ke samping kedua: saudara perempuan dari ayah, 
kandung atau seayah serta anak-anaknya; anak perempuan 
dari paman kandung atau seayah; serta anak-anaknya; saudara 
seibu dari ayah, baik laki-laki atau perempuan, beserta anak-
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anaknya; saudara ibu, laki-laki atau perempuan, kandung atau 
seayah atau seibu, beserta anak keturunannya. 
 Namun kenyataannya salah satu kelompok masyarakat di daerah 
Sulawesi Selatan yakni di Desa Cikoang Kabupaten Takalar, yang masih 
menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur mereka, di mana kelompok masyarakat 
tersebut mengklaim diri mereka merupakan keturunan Sayyid, dikenal 
suatu konsep tentang pemutusan hubungan keluarga jika sang anak 
perempuan mereka menikah dengan laki-laki yang bukan keturunan 
Sayyid, karena perbuatan tersebut dianggap telah menjatuhkan derajat 
keluarga. 
 Di Desa Cikoang ini ada aturan tidak tertulis yang dipahami seluruh 
warga di desa tersebut, yakni aturan pernikahan dalam komunitas Sayyid. 
Aturan ini menjadi budaya turun-temurun keturunan Sayyid dalam 
menentukan jodoh anak mereka. Untuk menjaga keutuhan identitas 
mereka, maka para perempuan keturunan Sayyid atau yang dikenal 
dengan Syarifah tidak boleh menikah dengan kaum pria di luar 
komunitasnya. 
 Menurut pemangku Adat Laikang, perempuan ibarat sebuah wadah 
suci. Maka, jika Syarifah berani menikah dengan pria non-sayyid dinilai 
telah melanggar aturan. Darah keturunan mereka dianggap tak lagi murni 
atau telah tercemar dengan darah non-sayyid.3 
                                                             
3
  www.fajar.co.id/read-20120328003136-nikahi-pria-di-luar-komunitas-siap-dibuang-
dari-keluarga. Diakses pada tanggal 25 Mei 2012 
7 
 Sebenarnya masalah seperti ini sudah banyak terjadi di daerah 
lain, hanya istilah saja yang membedakan. Hal ini tidak pernah diatur 
dalam hukum positif kecuali dalam hukum adat. Masalah seperti ini 
menyangkut hukum keluarga dan salah satu ruang lingkupnya diantaranya 
tentang hubungan orang tua dan anak, dan hal ini sangat erat 
hubungannya dengan hukum kewarisan yaitu berkaitan dengan ahli waris. 
 Menurut hukum kewarisan, baik dilihat dalam lingkup hukum adat, 
hukum Islam maupun dalam KUHPerdata bahwa anak adalah golongan 
terpenting dan utama. 
 Dari gambaran di atas, walaupun anak tersebut telah melakukan 
perbuatan yang tercela bagi keluarganya, namun ia tetap anak yang sah 
dari suatu hasil perkawinan dan keberadaannya sebagai anak tetaplah 
harus diperhatikan, sebab anak tersebut juga merupakan subjek hukum 
atau pendukung hak dan kewajiban. Oleh karena itu, anak tersebut juga 
berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk hak keperdataan 
dalam hal kewarisan. 
 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah kedudukan hukum anak perempuan keturunan 
Sayyid yang menikah dengan laki-laki dari luar komunitasnya 
terhadap harta warisan orang tua menurut hukum Islam dan hukum 
adat setempat? 
8 
2. Bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak 
perempuan keturunan Sayyid yang menikah dengan laki-laki dari 
luar komunitasnya? 
 
C. Tujuan penelitian 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk : 
1. Mengetahui kedudukan anak perempuan keturunan Sayyid yang 
menikah dengan laki-laki dari luar komunitasnya terhadap harta 
peninggalan orang tua menurut hukum Islam dan hukum adat 
setempat. 
2. Mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada 
anak perempuan keturunan Sayyid yang menikah dengan laki-laki 
dari luar komunitasnya. 
 
D. Manfaat Penelitian 
 Adapun manfaat penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan 
pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum waris adat, di 
samping itu diharapkan hasil penelitian berguna bagi masyarakat untuk 
lebih memahami kedudukan anak perempuan keturunan Sayyid yang 
menikah dengan laki-laki dari luar komunitasnya terhadap harta 
peninggalan orang tua di Desa Cikoang Kabupaten Takalar menurut 
hukum Islam dan hukum adat setempat. 
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2. Manfaat Praktis 
Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah serta aparat 
penegak hukum khususnya dalam memperkuat dan memperkokoh 
tatanan hukum nasional melalui khasanah sistem hukum adat yang ada, 
demi terwujudnya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan,dan 
kepastian hukum. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Hukum Kekerabatan 
1. Hukum Kekerabatan dalam Hukum Adat 
Menurut Hilman Hadikusuma, hukum kekerabatan adalah hukum 
adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang 
sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua dan 
sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya, dan 
masalah perwalian anak. Jelasnya hukum adat kekerabatan mengatur 
tentang pertalian sanak, berdasarkan pertalian darah (seketurunan), 
pertalian perkawinan dan pertalian adat.4 
Di dalam kekerabatan tentunya memerlukan nilai-nilai kebudayaan 
yang menjadi pondasi untuk membangun suatu kekerabatan dan 
hubungan kekeluargaan. Nilai-nilai kebudayaan merupakan pandangan-
pandangan mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap 
buruk. Sebenarnya nilai-nilai itu berasal dari pengalaman manusia 
berinteraksi dengan sesamanya. Selanjutnya, nilai-nilai itu akan 
berpengaruh pada pola berpikir manusia, yang kemudian menentukana 
sikapnya. Sikap menimbulkan pola tingkah laku tertentu, yang apabila 
                                                             
4
  H. Hilman Hadikusuma, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia,  CV. Mandar 
Maju, Bandung, hlm. 201. 
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diabstraksikan menjadi kaidah-kaidah yang nantinya akan mengatur 
perilaku manusia dalam berinteraksi.5 
Dalam hukum adat kekerabatan, unsur yang paling penting dan 
paling utama dalam sistem adalah keturunan. Keturunan menjadi suatu 
hal mutlak yang harus ada untuk meneruskan klan atau suku tertentu agar 
tidak mengalami kepunahan. Oleh karena keturunan begitu penting dalam 
hukum adat kekerabatan, maka individu yang menjadi keturunan memiliki 
hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya 
dalam keluarga yang bersangkutan. Misalnya boleh ikut menggunakan 
nama keluarga, boleh ikut menggunakan dan berhak atas bagian 
kekayaan keluarga, wajib saling memelihara dan saling membantu, dapat 
saling mewakili dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga 
dan lain sebagainya.6 
Bushar Muhammad menyebutkan bahwa keturunan dapat bersifat 
lurus dan menyimpang atau bercabang. Dikatakan keturunan bersifat 
lurus apabila seseorang merupakan keturunan langsung dari yang lain, 
misalnya antara bapak dan anak; antara kakek, bapak dan anak, disebut 
lurus ke bawah jika rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak ke anak, bapak 
ke kakek. Keturunan yang menyimpang atau bercabang apabila antara 
kedua orang atau lebih itu terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya 
                                                             
5
  Soerjono Soekanto, 2004, Sosiologi Keluarga: Tentang Hak Ikhwal Keluarga, 
Remaja dan Anak, Rineka Cipta, Jakarta 
6
  Maria Febri Jenisa M., 2011, Skripsi: Kedudukan Pelaku Kawin Lari (Wendotau) 
Terhadap Harta Warisan Orang Tua Dalam Hukum Waris Adat Manggarai-Flores 
NTT, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 18. 
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bapak sama (saudara sekandung) atau sekakek nenek dan lain 
sebagainya.7 
Dalam sistem kekerabatan, dikenal garis keturunan bapak 
(patrilineal) dan garis keturunan ibu (matrilineal) serta garis keturunan 
gabungan bapak dan ibu (bilateral). Keturunan patrilineal adalah orang-
orang yang hubungan darahnya hanya melulu melewati orang laki-laki 
saja. Sedangkan keturunan matrilineal adalah orang-orang yang 
hubungan darahnya hanya melewati orang perempuan saja. Namun pada 
dasarnya tiap suku yang ada di Indonesia tidak sepenuhnya hanya 
menganut garis keturunan dari satu pihak saja. 
2. Hukum Kekerabatan dalam Hukum Islam 
Menurut Hazairin, hukum menentukan bentuk masyarakat. Hukum 
perkawinan dan hukum kewarisan menentukan dan mencerminkan sistem 
kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Bentuk kekeluargaan 
berpokok pangkal kepada cara menarik garis keturunan, yaitu patrilineal, 
matrilineal, dan bilateral.8 Sistem patrilineal yaitu cara menarik garis 
keturunan ke atas melalui pihak laki-laki atau kerabat ayah secara 
patrilineal, sistem matrilineal yaitu cara menarik garis keturunan ke atas 
hanya melalui pihak perempuan atau kerabat ibu secara matrilineal, dan 
sistem bilateral atau parental yaitu cara menarik garis keturunan baik dari 
pihak ayah maupun dari pihak ibu. 
                                                             
7
  Bushar Muhammad, 2002, Pokok-Pokok Hukum Adat, PT. Pradnya Paramita, 
Jakarta, hlm.4. 
8
  Hazairin, 1981, Hukum Kewarisan Islam Menurut Al-Qur‟an dan Hadits¸ Cet.5, PT. 
Tintamas Indonesia, Jakarta, hlm.11. 
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Untuk mempertahankan bentuk masyarakat yang patrilineal 
ataupun matrilineal adalah dengan melaksanakan perkawinan bentuk 
exogami, sedangkan pada masyarakat bilateral tidak dikenal larangan 
bentuk perkawinan yang indogami maupun exogami. Demikian pula 
bentuk perkawinan yang diatur dalam hukum Islam, hal tersebut dapat 
dilihat pada larangan perkawinan menurut Al-Qur‟an surat An-Nisa‟ ayat 
23 dan pada perkawinan yang dilakukan putri Rasulullah, Fatimah az-
Zahra binti Muhammad dengan kemenakan laki-laki beliau, yaitu anak 
laki-laki dari saudara laki-laki ayah Rasulullah, bernama Ali bin Abi Talib.9 
Bentuk perkawinan indogami maupun exogami yang dapat 
dilakukan oleh seorang muslim (muslimah) berdasarkan surat An-Nisa‟ 
ayat 23 serta sunnah Rasulullah menunjukkan bahwa bentuk masyarakat 
yang dikehendaki Islam adalah masyarakat bilateral. Selain itu, ayat-ayat 
kewarisan dalam Al-Qur‟an juga menunjukkan dengan jelas bahwa sistem 
kewarisan yang dikehendaki oleh Islam adalah sistem kewarisan bilateral, 
sehingga dengan demikian dapat dilihat bahwa sistem kewarisan Islam 
mengkehendaki sistem masyarakat bilateral. Hal tersebut dapat dilihat dari 
ketentuan-ketentuan hukum kewarisan yang terdapat dalam Al-Qur‟an 
surat an-Nisa‟ ayat 7: 
                             
                 
                                                             
9
  Wahyu Fajar Ramadhan, 2009, Skripsi: Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Melalui 
Ibu Pengganti (Surrogate Mother) Ditinjau Dari Hukum Kekeluargaan Islam, Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia, hlm.9-10 
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“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan 
kerabatnya, dan bagi seorang wanita ada hak bagian (pula) dari 
harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau 
banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” 
 
Surat an-Nisa‟ ayat 33: 
                           
                      
“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu 
bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan 
(jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan 
mereka, maka berilah kepada mereka bahagianya. Sesungguhnya 
Allah menyaksikan segala sesuatu.”10 
 
B. Hukum Perkawinan 
1. Hukum Perkawinan Adat 
Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang 
mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, 
upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan 
hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda 
dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama, dan kepercayaan 
masyarakat yang berbeda-beda.11 Di samping itu dikarenakan kemajuan 
zaman, selain adat perkawinan itu disana-sini sudah terjadi pergeseran-
pergeseran, telah banyak juga terjadi perkawinan campuran antar suku, 
adat istiadat, dan agama yang berlainan. 
Jadi  walaupun sudah berlaku UU Perkawinan yang bersifat 
nasional, yang berlaku untuk seluruh Indonesia, namun di berbagai 
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  Ibid. 
11
  H. Hilman Hadukusuma, op.cit, hlm. 182. 
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daerah dan berbagai golongan masyarakat masih berlaku hukum 
perkawinan adat, apalagi undang-undang tersebut hanya mengatur hal-
hal yang pokok saja dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus 
setempat.12 
Sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia 
yang satu dengan yang lain berbeda-beda diantara suku bangsa yang 
satu dan suku bangsa yang lain, daerah yang satu dan daerah yang lain, 
serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda. 
Perkawinan dalam arti „perikatan adat‟ ialah perkawinan yang 
mempunyai akibat terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat 
adat tersebut. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan 
terjadi, yaitu misal dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan 
rasan „rasan sanak‟ (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan ‟rasan tuha‟ 
(hubungan antara orang tua dari para calon suami istri). Setelah terjadinya 
ikatan perkawinan  maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang 
tua, termasuk anggota keluarga/kerabat, menurut hukum adat setempat, 
yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta 
membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari 
kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan
13
. 
Sejauh mana perkawinan itu membawa akibat hukum dalam 
„perikatan adat‟, seperti tentang kedudukan suami dan kedudukan istri, 
begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan 
                                                             
12
  Ibid, hlm. 183. 
13
  Ibid, hlm.8. 
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anak tertua, anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain, 
dan harta perkawinan, tergantung pada bentuk dan sistem perkawinan 
adat setempat. 
Tujuan dari perkawinan dalam hukum adat sendiri pada prinsipnya  
adalah untuk memperoleh keturunan dan dengan demikian tiba pada 
pembentukan keluarga. Perkawinan bukan hanya sekadar urusan calon-
calon suami istri, akan tetapi juga kepentingan keluarga sebelah-
menyebelah calon mempelai perempuan maupun laki-laki. Khususnya 
setelah kelahiran anak-anak dari perkawinan ini maka ikatan antara kedua 
keluarga tersebut menjadi erat. Adapun keluarga-keluarga yang saling 
menjodohkan anak-anak mereka, di mana kedua belah pihak 
berkeinginan agar tali persahabatan terjalin dan karena adanya 
perkawinan antara anak-anak mereka yang menumbuhkan suatu ikatan 
kekeluargaan. Namun, terkadang alasan-alasan seperti itu adalah supaya 
mencegah jangan sampai pewarisan status sosial dan harta kekayaan 
jatuh ke tangan orang yang tidak disukai.14 
Susunan masyarakat di Indonesia berbeda di antara yang bersifat 
patrilineal, matrilineal, parental dan campuran, maka bentuk-bentuk 
perkawinan yang berlaku juga berbeda. Adapun bentuk-bentuk 
perkawinan adat yang berlaku, yaitu15:  
 
 
                                                             
14
Wila Chandrawila Supriadi, 2002, Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda, CV. 
Mandar Maju, Bandung, hlm.66-67. 
15
 H.Hilman Hadikusuma, 2003, loc.cit, hlm.183-189. 
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a. Perkawinan Jujur 
Perkawinan jujur atau lebih jelasnya perkawinan dengan 
pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur, pada umumnya 
berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang 
mempertahankan garis keturunan bapak (lelaki). Pemberian 
uang/barang jujur dilakukan oleh pihak kerabat (marga, suku) 
calon suami kepada pihak kerabat calon istri, sebagai tanda 
pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan 
adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke 
dalam persekutuan hukum suaminya. 
Jadi pembayaran jujur tidak sama dengan “mas kawin” menurut 
hukum Islam. Uang jujur adalah kewajiban adat ketika dilakukan 
pelamaran yang harus dipenuhi oleh kerabat pria kepada 
kerabat wanita untuk dibagikan pada tua-tua kerabat 
(marga/suku) pihak wanita, sedangkan mas kawin  adalah 
kewajiban agama ketika dilaksanakan akad nikah yang harus 
dipenuhi oleh mempelai pria untuk mempelai wanita (pribadi). 
Uang jujur tidak boleh dihutang sedangkan mas kawin boleh 
dihutang. 
b. Perkawinan Semanda 
Bentuk perkawinan ini pada umumnya berlaku di lingkungan 
masyarakat adat yang matrilineal, dalam rangka 
mempertahankan garis keturuunan pihak ibu (wanita), 
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merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan jujur. Dalam 
perkawinan semanda, calon mempelai pria dan kerabatnya 
tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak wanita, 
malahan sebagaimana berlaku di Minangkabau berlaku adat 
pelamaran dari pihak wanita kepada pihak pria. 
c. Perkawinan Bebas (mandiri) 
Bentuk perkawinan ini pada umumnya berlaku di lingkungan 
masyarakat adat yang bersifat parental (keorangtuaan), dan di 
kalangan masyarakat Indonesia yang moderen, di mana kaum 
keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam 
keluarga/rumah tangga. Bentuk perkawinan ini yang 
dikehendaki oleh UU No.1 Tahun 1974, di mana kedudukan dan 
hak suami dan istri sama; suami adalah kepala keluarga/rumah 
tangga, sedangkan istri adalah ibu keluarga/rumah tangga. 
d. Perkawinan Campuran 
Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah 
perkawinan yang terjadi di antara suami dan istri yang berbeda 
suku bangsa, adat budaya, dan/atau berbeda agama yang 
dianut. Undang-undang perkawinan nasional tidak mengatur hal 
demikian, yang diatur adalah perkawinan antara suami dan istri 
yang berbeda kewarganegaraan sebagaimana dinyatakan 
dalam Pasal 57 UU No.1 Tahun 1974. 
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Terjadinya perkawinan menimbulkan masalah hukum antara 
tata hukum adat dan/atau hukum agama, yaitu hukum mana 
dan hukum apa yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan 
perkawinan itu. Pada dasarnya hukum adat atau hukum agama 
tidak membenarkan terjadi perkawinan campuran. Tetapi di 
dalam perkembangannya hukum adat setempat memberikan 
jalan keluar untuk mengatasi masalahnya, sehingga perkawinan 
campuran itu dapat dilaksanakan. 
e. Perkawinan Lari 
Perkawinan lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat 
adat, tetapi yang terbanyak berlaku adalah di kalangan  
masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis/Makassar, dan 
Maluku. Di daerah-daerah tersebut merupakan pelanggaran 
adat, namun terdapat tata tertib cara menyelesaikannya. 
Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan 
melainkan merupakan sistem pelamaran, karena dari kejadian 
perkawinan lari itu dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, 
semanda atau bebas/mandiri, tergantung pada keadaan dan 
perundingan kedua pihak. 
2. Hukum Perkawinan Islam 
Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata 
“nikah” dan kata “zawaj”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti 
sebenarnya (haqiqat) yakni “dham” yang berarti menghimpit, menindih 
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atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “wathaa” yang berarti 
“setubuh” atau “aqad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. 
Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai 
dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini. 16 
Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 
sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah.17 
Landasan perkawinan dengan nilai-nilai roh keIslaman yakni 
sakinah, mawaddah, dan warahmah yang dirumuskan dalam firman Allah 
dalam QS. Ar-Rum: 21 yang artinya: 
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa 
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”  
 
Keluarga yang dituju dengan adanya perkawinan adalah keluarga 
yang 18: 
1. Sakinah, artinya tenang. 
2. Mawaddah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, 
yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani. 
3. Warahmah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih 
sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat 
kerohanian. 
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Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat 
Islam. Di antaranya adalah 19: 
1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan 
generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat surat an-
Nisa‟ ayat 1. 
2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan 
hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah 
dalam surat ar-Rum ayat 21 . 
Pasal 3 KHI  juga menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk 
mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan 
warahmah. 
Adapun di antara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan 
itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang diizinkan 
syara‟ dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan 
seksual.20 
Nikah di syariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia 
diciptakan oleh Allah yaitu memakmurkan dunia dengan jalan 
terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia. Para ulama sependapat 
bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama, perselisihan mereka di 
antaranya dalam hal hukum menikah. Salah satu dalil yang menunjukkan 
pensyariatan nikah dan hukumnya antara lain adalah : 
 
                                                             
19
  Amir Syarifuddin, 2004,  Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Prenada Media 
Group, Jakarta, hlm. 46-47. 
20
  Ibid. 
22 
                                
                             
 
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka 
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau 
empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku 
adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak 
yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak 
berbuat aniaya.” 
 
 
Dalam masalah hukum menikah terdapat perselisihan pendapat 
dalam ahli hukum Islam yang terbagi dalam tiga kelompok, yakni hukum 
menikah adalah wajib, karena perintah menikah di dalam Al-Qur‟an surat 
an-Nisa‟ ayat 3.  
Hukum menikah atau menikahkan adalah sunah, dengan 
berpegangan pada surat an-Nisa ayat 3 yang menunjukkan bahwa jalan 
halal untuk mendekati wanita itu  ada dua cara; dengan jalan menikah 
atau dengan jalan tasarri yakni memiliki jariyah (budak perempuan). 
Perbedaan antara keduanya adalah menikah memberikan status kepada 
wanita untuk memperoleh dari suami suatu perawatan yang wajar, suami 
berkewajiban memberi nafkah istrinya sesuai dengan kedudukannya. 
Tasarri mewajibkan si jariyah (budak perempuan) itu berkhidmat kepada 
tuannya secara primair, karena seluruh diri pribadinya dimiliki oleh 
tuannya. Menurut ushul fiqh, tidak ada pilihan antara wajib dan tidak wajib, 
karena yang dikatakan wajib itu suatu yang tidak dapat ditinggalkan, 
dengan demikian maka hukumnya adalah sunah. 
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Hukum menikah adalah mubah, dengan alasan bahwa firman llah 
dalam An-Nisa‟ ayat 3 adalah Allah menyerahkan kepada kita untuk 
memperoleh wanita dengan jalan menikah atau dengan tasarri, yang 
menunjukkan bahwa kedua jalan itu sama derajatnya. Menurut Ijma‟, 
tasarri hukumnya mubah, karena menikah juga hukumnya mubah (tidak 
sunah) karena tidak ada pilihan antara sunah dan mubah. Pendapat ini 
dipelopori oleh Imam Syafi‟ii.21 
 
C. Kedudukan Anak Dalam Hukum Adat 
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang kedudukan 
anak terhadap orang tua diuraikan dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 
43, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau 
sebagai akibat perkawinan sah.  
Menurut hukum adat, anak kandung yang sah adalah anak yang 
dilahirkan dari perkawinan ayah dan ibunya yang sah, walaupun mungkin 
terjadinya perkawinan itu setelah ibunya hamil lebih dulu sebelum 
perkawinan atau perkawinan itu merupakan kawin darurat untuk menutup 
malu karena yang menjadi suami bukan pria biologis dari janin yang 
dikandung sang ibu.22 
Menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, seorang anak 
memiliki kewajiban terhadap orang tua untuk menghormati dan menaati 
kehendak mereka yang baik ( Pasal 46 ayat 1) dan apabila anak sudah 
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dewasa, maka si anak wajib memelihara kehidupan dari orang tua dan 
kerabat yang membutuhkan pertolongan dalam garis lurus ke atas (Pasal 
46 ayat 2). Hal semacam ini terdapat dalam keluarga dengan sistem 
kekerabatan parental dalam rumah tangga Indonesia yang moderen.23 
Menurut hukum adat di mana susunan kekerabatan yang patrilinial 
dan atau matrilinial yang masih kuat, yang disebut orang tua bukan saja 
dalam garis lurus ke atas tetapi juga dalam garis ke samping.24 
Adapun anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum 
pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang 
tuanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 47 ayat 
1, sedangkan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di 
bawah kekuasaan wali ( pasal 50 ayat 1). Berdasarkan hukum adat, 
lembaga perwalian itu pada hakikatnya tidak ada dan semua anak yang 
belum melakukan perkawinan dan dapat berdiri tetap berada di bawah 
kekuasaan orang tua dan kerabat menurut struktur kemasyarakatan 
adatnya masing-masing.25 
 
D. Hukum Waris 
Hukum waris adalah hukum hukum yang mengatur tentang 
peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal 
serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pasal 830 menyebutkan, 
“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jadi, harta peninggalan 
                                                             
23
  Ibid. 
24
  Ibid. 
25
  Ibid. 
25 
baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih 
hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus 
dalam Pasal 2 KUHPerdata, yaitu anak yang ada dalam kandungan 
seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si 
anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan ia dianggap tidak pernah 
ada.26 
1. Hukum Waris Adat 
Hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur 
tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau 
dibagi dari pewaris kepada para ahli waris dari generasi ke generasi 
berikutnya. Dengan demikian hukum waris itu mengandung tiga unsur 
yaitu adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang 
meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris atau waris yang akan 
meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.27 
Hukum adat waris di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh 
susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Sebagaimana 
dikatakan Hazairin bahwa hukum waris adat mempunyai corak tersendiri 
dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan 
yang yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau 
bilateral, walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu 
berlaku sistem kewarisan yang sama.28 
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Menurut Soepomo bahwa yang dimaksud dengan hukum 
kewarisan (waris) adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses 
meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berwujud harta 
benda atau yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia 
kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan 
suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi tidak 
memengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta 
benda dan bukan harta benda tersebut.29 
Menurut Otje Salman, hukum kewarisan yang hidup dalam 
masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh lima variabel, yaitu hukum 
kewarisan adat, hukum kewarisan Islam, faktor struktur sosial, faktor 
proses sosial, dan politik hukum.30 
Hukum waris adat menurut Surojo Wignjodipuro adalah noram-
norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil 
maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat 
diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur 
saat, cara, dan proses peralihannya.31 
Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum 
yang bertalian dengan dari abad ke abad penerusan dan peralihan harta 
kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.
32
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Sifat Hukum Waris Adat secara global dapat diperbandingkan 
dengan sifat atau prinsip hukum waris yang berlaku di Indonesia, di 
antaranya adalah 33: 
1) Harta warisan dalam sistem Hukum Adat tidak merupakan 
kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan 
kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi 
menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris; 
sedangkan menurut sistem hukum barat dan hukum Islam harta 
warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan 
uang. 
2) Dalam Hukum Waris Adat tidak mengenal asas legitieme portie 
atau bagian mutlak, sebagaimana diatur dalam hukum waris 
barat dan hukum waris Islam. 
3) Hukum Waris Adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris 
untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera 
dibagikan. 
Dalam hukum kewarisan adat yang ada di Indonesia, kita akan 
menjumpai tiga sistem kewarisan yaitu 34: 
1) Sistem kewarisan individual adalah suatu sistem kewarisan 
dimana harta peninggalan dapat di bagi-bagikan dan dapat 
                                                             
33
  Ibid. 
34  http://www.pa-magelang.go.id/component/content/article/52-artikel-peradilan/360-
hukum-waris-adat.html, diakses pada tanggal 15 Maret 2012 
 
28 
dimiliki secara individual di antara para hali waris. Sistem ini 
dianut dalam adat masyarakat parental antara lain di jawa.  
2) Sistem kewarisan kolektif adalah suatu sistem kewarisan 
dimana harta peninggalan diwarisi oleh sekelompok waris yang 
merupakan persekutuan hak, harta tersebut merupakan pusaka 
yang tidak dapat di bagikan kepada para ahli waris untuk dimiliki 
secara individual. Misalnya harta dalam masyarakat matrilineal 
di Minangkabau, dan dalam batas tertentu terdapat juga dalam 
masyarakat parental di Minahasa (terhadap barang kalakeran), 
demikian pula dalam masyarakat dalam masyarakat patrilineal 
di Ambon (terhadap tanah dati).  
3) Sistem kewarisan mayorat, adalah suatu sistem kewarisan di 
mana pada saat wafat pewaris, anak tertua laki-laki (di Bali dan 
di Batak), atau perempuan (di Sumatera Selatan, Tanah 
Semendo dan Kalimantan Barat, dan Suku Dayak), berhak 
tunggal mewarisi seluruh atau sejumlah harta pokok dari harta 
peninggalan. Sistem in dibagi 2 bagian: 
 Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung 
(keturunan laki-laki) yang merupkan ahli waris tunggal dari 
si pewaris. Misalnya pada masyarakat Lampung, Bali, dan 
lain-lain.  
 Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua 
yang merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris. 
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Dalam hukum kewarisan adat terdapat penggolongan ahli waris 
yang tersusun secara hirarkis. Dimana kelompok yang utama adalah anak 
dan keturunannya, kelompok yang kedua adalah orang tua pewaris, dan 
kelompok yang berikutnya adalah saudara sekandung pewaris beserta 
keturunannya, kelompok yang berikutnya adalah orang tua dari pewaris 
yaitu kakek dan nenek, sedangkan kelompok yang terakhir adalah anak 
dari kakek dan nenek pewaris, paman bibi dan ketrurunannya.35 
Dalam hukum kewarisan adat berlaku aturan bahwa apabila 
kelompok pertama ada, maka akan menghalangi kelompok yang 
berikutnya. Sehingga disini hakikatnya adalah hanya anak keturunan saja 
yang yang merupakan ahli waris. Jika kelompok yang pertama tidak ada 
sama sekali barulah kelompok yang kedua berhak atas harta warisan 
tersebut. 36 
Pada dasarnya hukum kewarisan adat bersendi atas prinsip yang 
timbul dari aliran pikiran yang komunal dan konkrit dari kepribadian 
bangsa indonesia. Karena ada sifat yang komunal dalam hukum waris 
adat inilah yang mengakibatkan tidak di kenalnya bagian-bagian tertentu 
untuk para ahli waris. Sehingga dalam proses pembagiannya selalu 
mengutamakan sifat dan rasa persamaan yang tinggi di antara ahli waris 
dalam penerusan dan pengoperan harta warisan, namun tidak menutup 
kemungkinan adanya suatu keadaan yang istimewa dari sebagian ahli 
waris untuk mendapatkan pertimbangan khusus, misalnya jika seorang 
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ahli waris yang kesadaannya cukup baik dan tidak merasa keberatan 
untuk melepaskan sebagian ataupun seluruh haknya untuk di berikan 
kepada ahli waris yang lain yang keadaannya kurang dan lebih 
memerlukan harta peninggalan orang tua secara layak.37 
2. Hukum Waris Islam 
Hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah hukum waris yang 
bersumber kepada Al-Qur‟an dan Hadis, hukum yang berlaku universal di 
bumi mana pun di dunia ini. Namun, jika ada beberapa perbedaan paham 
di kalangan ulama mahzab dengan tidak mengurangi ketaatan umat Islam 
kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka perbedaan pendapat 
tersebut dibolehkan dan dipandang sebagai rahmat38. 
Hukum waris termasuk hukum benda karena hukum waris 
mengatur hak milik atas harta sesorang yang meninggal (pewaris) 
dipindahkan kepada seseorang atau beberapa ahli waris, dan mengatur 
juga kewajiban-kewajiban atas harta peninggalan. Seperti membayar 
hutang-hutang si pewaris, membayar ongkos kematian, dan pelaksanaan 
wasiat. Aturan tentang perpindahan hak milik atas harta ini disebut 
dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa 
istilah untuk menamakan hukum waris Islam seperti Faraid, Fikih Mawaris, 
dan Hukum al-Waris. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena 
perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan.39  
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Untuk memperoleh warisan dari seseorang yang telah meninggal 
dunia haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai faktor penyebab 
mendapatkannya. Dari hasil penelitian, di kalangan masyarakat Keturunan 
Sayyed di Desa Cikoang, dalam menentukan hal ini sama dengan 
menentukan faktor penghalang mendapatkan warisan yang umumnya 
berpedoman kepada hukum kewarisan Islam, hanya saja terdapat sedikit 
perbedaan sebab dalam hal penghalang kewarisan selain berpatokan 
kepada aturan hukum kewarisan Islam, juga didasarkan kepada 
kebiasaan masyarakat yang justru bertentangan dengan hukum kewarisan 
Islam. 
Hukum Kewarisan Islam atau yang lazim disebut Faraid  dalam 
literatur Hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan Hukum 
Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal 
kepada orang yang masih hidup40.  
Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu 
Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW., hukum kewarisan 
Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula 
dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia.  Ada 5 asas 
yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara 
pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta dan waktu 
terjadinya peralihan harta itu, yakni41 : 
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- Asas Ijbari 
Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah 
meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan 
sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau 
kehendak yang akan menerima. Cara peralihan ini disebut ijbari. 
Kata „ijbari‟ secara leksikal mengandung arti paksaan 
(compulsory), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. 
Dijalankannya asas ijbari  dalam hukum kewarisan Islam 
mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang 
telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku juga dengan 
sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada 
kehendak dan pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. 
- Asas Bilateral 
Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta 
warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti 
bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah 
pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki 
dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Asas bilateral ini 
dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah dalam Al-Qur‟an 
surat an-Nisa‟:7, 11, 12 dan 176. 
- Asas Individual 
Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, 
dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki 
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secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima 
bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris 
yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai 
tertentu yang mungkin dibag-bagi; kemudian jumlah tersebut 
dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar 
bagian masing-masing. 
- Asas Keadilan Berimbang 
Kata „adil‟ merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari 
kata al-„adlu. Di dalam Al-Qur‟an kata al-„adlu atau turunannya 
disebutkan lebih dari 28 kali. Dalam hubungannya dengan hak 
yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan 
kewarisan, kata tersebut dapat diartikan; keseimbangan antara 
hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh 
dengan keperluan dan kegunaan. 
Atas pengertian tersebut di atas terlihat asas keadilan dalam 
pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara 
mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak 
menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana 
pria, wanita pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk 
mendapatkan warisan. 
- Asas Semata Akibat Kematian 
Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang 
kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan 
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hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. 
Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih 
kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai 
harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan 
harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, 
maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk ke dalam 
istilah kewarisan menurut hukum Islam. 
Proses peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada 
yang masih hidup dalam hukum kewarisan Islam mengenal tiga unsur, 
yaitu42 : 
- Yang Mewariskan atau Pewaris 
Pewaris, yang dalam literatir fikih disebut al-muwarrits, ialah 
seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan 
sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih 
hidup. Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris 
kepada ahli waris berlaku sesudah matinya pewaris, maka kata 
“pewaris” itu sebenarnya tepat untuk pengertian seseorang 
yang telah mati. 
Atas dasar prinsip ijbari, maka pewaris itu menjelang 
kematiannya tidak berhak menentukan siapa yang akan 
mendapatkan harta yang ditinggalkannya itu, karena semuanya 
telah ditentukan secara pasti oleh Allah. Kemerdekannya untuk 
bertindak atas harta itu terbatas pada jumlah sepertiga dari 
hartanya itu. 
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  Ibid, hlm.204-210. 
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- Harta Warisan 
Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang 
ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih 
kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan 
antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta 
peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau 
dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat 
kematiannya; sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan 
yang secara hukum syara‟ berhak diterima oleh ahli warisnya. 
- Ahli Waris dan Haknya 
Ahli waris atau disebut juga warits dalam istilah fikih ialah orang 
yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang 
yang meninggal. Di samping adanya hubungan kekerabatan 
dann perkawinan sebagai faktor seseorang berhak menerima 
warisan, mereka baru berhak menerima warisan secara hukum 
dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut: 
 Ahli waris itu telah atau masih hidup pada waktu 
meninggalnya pewaris; 
 Tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum 
untuk menerima warisan; 
 Tidak terhijab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris 
yang lebih dekat. 
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Menurut hukum kewarisan Islam, ada tiga sebab mewaris, yaitu 43 : 
- Karena Hubungan Kekeluargaan 
Yang dimaksud dengan hubungan kekerabatan disini adalah 
hubungan darah atau hubungan famili. Hubungan kekerabatan 
ini menimbulkan hak mewaris jika salah satu meninggal dunia. 
Misalnya, antara anak dengan orang tuanya. Apabila orang 
tuanya meninggal dunia, maka anak tersebut mewarisi warisan 
dari orang tuanya. Demikian juga sebaliknya jika anak yang 
meninggal dunia. 
- Karena Perkawinan 
Perkawinan yang sah menimbulkan hubungan kewarisan. Jika 
seorang suami meninggal dunia, maka istri atau jandanya 
mewarisi harta suaminya. Demikian juga sebaliknya. 
Perkawinan yang sah menurut syariat Islam artinya syarat dan 
rukun perkawinan itu terpenuhi, atau keduanya telah 
berlangsung akad nikah yang sah, yaitu nikah yang telah 
dilaksanakan dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan 
serta terlepas dari semua halangan pernikahan walaupun  
belum kumpul ( hubungan kelamin ).
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- Karena Wala‟ 
                                                             
43
  A. Rachmad Budiono, 1999, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, 
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.  
44
  Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, 2009, Hukum Kewarisan Islam, Sinar Grafika, 
Jakarta, hlm.73. 
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Dalam kewarisan juga, seseorang tidak selamanya bisa 
mendapatkan hak mewaris tersebut. Ada kalanya karena 
keadaan tertentu ia terhalang meendapatkan harta warisan 
sekalipun ia memenuhi syarat sebagai ahli waris. 
Adapun penghalang seorang mewaris yaitu 45:  
- Pembunuhan  
Pembunuhan menghalang seseorang untuk mendapatkan hak 
warisan dari orang yang dibunuhnya. Hal ini didasarkan kepada 
hadits Nabi yang artinya: “Pembunuh tidak boleh mewarisi”. 
Pembunuhan yang dimaksud disini yaitu pembunuhan secara 
tidak hak dan melawan hukum, yaitu pembunuhan yang dilarang 
oleh agama dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi dunia 
dan/atau akhirat. 
- Berbeda agama 
Yang dimaksud dengan halangan perbedaan agama di sini ialah 
antara orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi, artinya 
seseorang muslim tidak mewarisi pewaris yang non-muslim; 
begitu pula non-muslim tidak mewarisi harta pewaris yang 
muslim. 
- Perbudakan 
Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena 
dipandang tidak cakap mengurusi  harta dan telah putus 
hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang 
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  Amir Syarifuddin, 2004, op.cit, hlm.192-196. 
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memandang budak itu statusnya sebagai harta milik tuannya. 
Dia tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab ia 
sendiri dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik 
tuannya.46 
Adapun hikmah hukum waris Islam adalah 47: 
1) Mencegah terjadinya pertumpahan darah akibat proses 
pembagian harta warisan. 
2) Memberikan rasa keadilan bagi penerima harta warisan. 
Islam telah mengatur bagian masing-masing para ahli waris. 
Misalnya bagian anak laki-laki jauh lebih besar dari anak 
perempuan. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa 
kewajiban untuk memberikan nafkah dalam Islam adalah berada 
pada tangan kaum pria. Demikian pula hak seorang istri antara 
yang berjuang bersama dengan sang suami untuk harta gono-
gini, dengan mereka yang mutlak menerima harta suami, maka 
ilmu Faraid memberikan rasa keadilan bagi tiap-tiap ahli waris. 
 
E. Keturunan Sayyid 
Keturunan Sayyid adalah golongan keturunan al-Husain, cucu Nabi 
Muhammad. Mereka bergelar Habīb bagi anak laki-laki dan anak 
perempuan bergelar Habābah. Golongan Sayyid adalah penduduk 
terbesar jumlahnya di Hadramaut. Mereka membentuk kebangsawanan 
beragama yang sangat dihormati. Secara moral mereka sangat 
                                                             
46  Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, 2009, op.cit, hlm.76. 
47
  http://www.anneahira.com/waris-islam.htm, diakses pada tanggal 15 Maret 2012 
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berpengaruh pada penduduk. Semua Sayyid diakui sebagai pemimpin 
agama oleh penduduk yang tinggal di sekitar kediamannya. Selain itu, 
Sayyid juga dianggap sebagai penguasa daerah tersebut. Para Sayyid 
selalu mempertahankan kekuatan hukum Islam. Bagi Sayyid, hukum dan 
agama Islam merupakan satu kesatuan. Lemahnya hukum dikawatirkan 
berakibat hilangnya penghormatan rakyat dan lunturnya kepercayaan 
rakyat terhadap keturunan Nabi Muhammad SAW.  
Orang-orang Arab-Hadrami kebanyakan cenderung lebih memilih 
untuk menjaga „keutuhan‟ identitas mereka sebagai orang Arab-
Hadramaut. Hal ini terutama dilakukan oleh mereka yang bestatus 
sebagai golongan Sayyid. Di tempat asalnya, Hadramaut, golongan 
Sayyid atau Alawiyyin ini menempati kedudukan sosial yang tertinggi 
karena mempunyai darah keturunan Nabi Muhammad SAW, salah satu 
tradisinya ialah mereka melarang menikahi wanita-wanita mereka dengan 
yang non-Sayyid, karena kedudukan nasab mereka (kafa‟ah nasab) jauh 
lebih tinggi dibandingkan nasab manapun juga. Dan tradisi ini terus 
mereka bawa ke Indonesia dan masih terus dipraktekkan. 
Komunitas keturunan Sayyid percaya dan meyakini bahwa mereka 
tidak boleh menikah dengan orang yang ada diluar komunitasnya, 
terutama wanita. Kepercayaan ini kemudian dianut secara turun temurun. 
Oleh sebab itu, aturan ini menjadi budaya keturunan Sayyid dalam 
menetukan jodoh anak perempuannya. 
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Keberadaan komunitas keturunan Sayyid terbilang cukup unik, 
terutama jika dikaitkan dengan pemilihan jodoh atau sistem pernikahan 
yang dianut oleh anggota keluarga yang ada didalamnya. 
Pola pernikahan ini sangat dipengaruhi budaya, kehidupan sosial 
sehari-hari, terutama kepercayaan yang menjadi dasar utama keberadaan 
komunitas yang bernama Sayyid. 48 
 
  
                                                             
48  http://israwaras.blogspot.com/2011/07/keturunan-sayyid-dan-sejarah-
kedatangan.html. diakses pada tanggal 15 Maret 2012 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Desa Cikoang Kabupaten Takalar 
dengan pertimbangan bahwa Desa Cikoang merupakan salah satu daerah 
yang masih menerapkan konsep perkawinan yang di mana masing-
masing pihaknya harus dari keturunan Sayyid. 
 
B. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah anak perempuan keturunan 
Sayyid yang telah menikah dengan laki-laki di luar komunitasnya serta 
narasumber 1 (satu) orang aparat pemerintah Desa Cikoang sebagai 
narasumber , yakni Kepala Desa Cikoang; dari pihak tokoh masyarakat 
(tokoh adat) dipilih sebanyak 2 (dua) orang sebagai narasumber; 1 (satu) 
orang hakim dari Pengadilan Agama Takalar. 
Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari: 
a. Anak perempuan keturunan Sayyid yang menikah dengan laki-laki 
di luar komunitasnya sebanyak 2 (dua) orang; 
b. Orang tua dari anak perempuan keturunan Sayyid yang menikah 
dengan laki-laki di luar komunitasnya sebanyak 2 (dua) pasangan. 
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C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan adalah: 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
sumber pertama (responden) pada lokasi penelitian. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa sumber-
sumber tertentu, seperti dokumen-dokumen termasuk juga 
literatur bacaan lainnya yang sangat berkaitan dengan 
pembahasan penelitian ini. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara: 
1. Teknik wawancara, yaitu mengumpulkan data secara langsung 
melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah 
disiapkan untuk memperoleh data dan informasi yang 
diperlukan. 
2. Teknik studi dokumen, yaitu menelaah bahan-bahan tertulis 
berupa dokumen resmi peraturan perundang-undangan, media 
cetak, internet, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah 
yang akan dibahas dalam penelitian. 
 
E. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis 
secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan 
menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
43 
BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Desa Cikoang adalah salah satu desa yang terletak di pesisir 
selatan Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi 
Selatan dengan luas desa sebesar 5,56 km2, di mana sebelah utara desa 
ini berbatasan dengan Desa Bontomanai, sebelah selatan berbatasan 
dengan Desa Punaga, sebelah timur berbatasan dengan Desa 
Pattopakang, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Lakatong. Desa 
ini berada di posisi selatan Kabupaten Takalar dengan jam tempuh sekitar 
30 menit dari ibukota Kabupaten Takalar. 
Penduduk asli Cikoang adalah suku Makassar. Bahasa yang 
digunakan sehari-hari adalah bahasa Makassar. Jumlah penduduk Desa 
Cikoang adalah 2.873 jiwa yang terdiri dari jumlah laki-laki 1.332 jiwa dan 
jumlah perempuan 1.541 jiwa. Mayoritas dari mereka memeluk agama 
Islam. Mata pencaharian utama mereka adalah bercocok tanam, membuat 
garam, mengelola tambak ikan, dan sebagai nelayan. 
Sayyid di kalangan Masyarakat Cikoang merupakan panggilan bagi 
keturunan Sayyid Jalaluddin. Sayyid dan Al-Aidid digunakan sebagai 
tanda pengenal atau atribut, bahwa mereka berasal dari kaum terhormat 
keturunan anak cucu Nabi Muhammad SAW. Masyarakat sangat patuh 
dan hormat pada kaum Sayyid. Sayyid dan Al-Aidid digunakan sebagai 
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tambahan nama depan dan belakang untuk kaum pria dan nama 
panggilan wanita Sayyid disebut Syarifah. 
Nenek moyang golongan Sayyid di Hadramaut adalah seorang 
yang bernama Ahmad bin Isā yang dijuluki al-Muhājir dan menurut tradisi 
telah menetap di negeri itu selama 10 Abad. Ia berasal dari Bassora dan 
pindah bersama nenek moyang ke-80. Genealogi Sayyid Ahmad adalah 
demikian. Bin Isā, bin Muhammad an-Naqib, bin Ali al-Uraidi, bin Ja‟far as-
Sadiq, bin Muhammad al-Baqir, bin Ali Zain al-Abidin, bin al-Husain (Van 
Den Berg, 1989). 
Di antara keluarga itu ada yang sudah keluar dari Hadramaut dan 
membuka pemukiman baru. Kemungkinan dari mereka yang hijrah itu di 
antaranya adalah keluarga Sayyid Jalaluddin. 
Sayyid Jalaluddin  bin Muhammad  Wahid  Bafaqih Al-Aidid lahir di 
Aceh 1603, dari pihak ibunya bernama Syarifah Khalisah bin Alwi 
Jamalilluail  juga  merupakan  kerurunan Hadramaut yang masih 
keturunan langsung dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah RA, putri 
Rasulullah Saw.  
Sayyid Jalaluddin sempat menuntut ilmu ke negeri Timur Tengah. 
Saat ia tiba di kerajaan Gowa Makassar pada abad 17 pada masa 
pemerintahan Sultan Alauddin, sempat singgah terlebih dahulu ke 
Banjarmasin untuk menyebarkan agama Islam. Di Makassar beliau 
kemudian diangkat menjadi Mufti kerajaan. Oleh Sayyid Jalaluddin, Putra 
Mahkota kerajaan Gowa diberi Nama Muhammad al-Baqir I Mallombassi 
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Karaeng Bontomangape Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin 
merupakan muridnya yang pertama, dan berguru padanya selama 16 
tahun. Diberitakan bahwa Syekh Yusuf berguru kepadanya selama 3 
tahun dan atas petunjuknya kemudian Syekh Yusuf diberangkatkan ke 
Timur Tengah untuk memperdalam ilmunya. 
Beliau menikah dengan I „Accara Daeng Tami binti Sultan Abdul 
Kadir (Karaengta ri Bura‟ne) Bin Sultan Alauddin, seorang putri 
bangsawan yang masih mempunyai darah kerajaan Gowa, dan 
mempunyai 5 orang anak. Saat ia pertama datang ke Makassar banyak 
yang meragukan bahwa ia seorang keturunan dari Hadramaut, karena 
pada saat itu faham Al-Aidid belum menyebar di Indonesia, sehingga ia 
diacuhkan oleh sultan Makassar. Sehingga ia berpindah ke Cikoang dan 
menyebarkan agama Islam disana.. 
Beliau pamit pada Sombaya di Gowa dan kemudian menitipkan 
istrinya di Balla Lompoa, Gowa. Atas izin Allah SWT, Sayyid 
meninggalkan Balla Lompoa dengan menggunakan sehelai sajadah (tikar 
sembahyang) sebagai kendaraan pribadinya dan sebuah tempat air 
wudhu (cerek) menemaninya. 
Dalam waktu sekejap, Sayyid sudah sampai di sebelah utara pulau 
Tanakeke, kemudian sebelah utara Sungai Bontolanra, Parappa, 
Sanrobone, dan Sungai Maccinibaji (Saat itu tepat pada tahun 1632 M). 
pada saat yang sama, di muara sungai Cikoang, sebelah utara hulu 
sungai, I Bunrang (kesatria Cikoang) memasang kuala (bila). Lalu, di 
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sebelah selatan hulu sungai, I Danda (kesatria Cikoang) juga memasang 
kuala. Esoknya, I Danda dan I Bunrang melihat sebuah benda berbentuk 
kapal laut besar lewat di sebelah utara Tompo'tanah. Hanya dalam waktu 
sekejap, benda tersebut berubah bentuk menjadi benda bercahaya. 
Melihat itu, kedua kesatria Cikoang itu berlomba mendayung lepa-lepanya 
(perahu) mendekati benda itu. Saat mendekat, keduanya tercengang 
melihat seorang manusia memakai jubah, duduk bersila di atas sajadah 
ditemani cerek.   
Melihat keajaiban pada orang itu, Sayyid Jalaluddin, I Danda dan I 
Bunrang lalu menawarkan jasa pada Sayyid. Kedua perahu itu lalu 
dirapatkan. Sayyid kemudian meletakkan kaki kanannya di atas perahu I 
Danda dan kaki kirinya di perahu I Bunrang.  
 Kedua satria itu kemudian mendayung perahunya ke pinggiran 
sungai Cikoang. Mereka lalu mengabdi pada Sayyid.  
 
B. Alasan-alasan yang Memengaruhi Anak Perempuan Keturunan 
Sayyid Dianggap Tidak Cakap dalam hal Mewaris 
Hasil penelitian di lapangan mengenai kebiasaan masyarakat 
keturunan Sayyid dalam melakukan pemutusan hubungan keluarga jika 
anak perempuan mereka menikahi laki-laki di luar komunitasnya bukanlah 
sebagai suatu hal yang asing, tetapi justru merupakan hal yang diketahui 
secara umum oleh masyarakat Desa Cikoang, terutama di kalangan orang 
dewasa. Hal ini juga sudah terjadi semenjak dahulu dan hingga saat ini 
kebiasaan tersebut masih terus ada. Alasan-alasan yang memengaruhi 
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seorang anak perempuan keturunan Sayyid yang menikah di luar 
komunitasnya dianggap tidak cakap dalam hal mewaris hanya karena 
mereka menikahi laki-laki yang berasal dari luar komunitas mereka. 
Menurut Krg.Sila, Ketua Kerukunan Keluarga Adat Laikang, kawin mawin 
antara syarifah dengan laki-laki dari luar komunitasnya itu tidak 
diperbolehkan karena untuk menjaga kenasaban di antara keluarga 
mereka. 
Wawancara kemudian dilanjutkan mengenai kepatuhan komunitas 
Sayyid terhadap aturan yang dibuat berdasarkan pada keyakinannya 
sebagai itrah ahlulbait. Beberapa alasan komunitas Sayyid atas aturan 
adat yang dibuat berdasarkan atas: 
1. Telah digariskan bahwa semua anak cucu Adam terputus 
nasabnya di hari kemudian. Hanya nasab nabi Muhammad 
SAW yang tidak akan terputus nasabnya di hari kemudian, 
kecuali anak cucunya sendiri yang memutuskan. Nasab itu 
terputus apabila para syarifah menikah dengan seseorang yang 
bukan Sayyid. Pernikahan semacam ini dianggap haram 
hukumnya dalam kehidupan komunitas Sayyid. 
2. Didasarkan pada nasab Fatimah bahwa haram hukumnya 
nasab Fatimah menikah dengan nasab Adam dan cucunya 
tercipta dari tanah. Nabi Muhammad SAW dan keturunannya 
dianggap suci karena Muhammad beralih ke Fatimah, nasab 
Fatimah diturunkan ke Hasan dan Husein, selanjutnya nasab itu 
beralih secara turun temurun sampai kepada Sayyid Jalaluddin. 
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Selanjutnya menurut beliau, ayat al-Qur‟an yang menyatakan 
keutamaan dan kemuliaan ahlul bait secara umum merupakan dalil yang 
mendasari pelaksanaan kafa‟ah dalam perkawinan syarifah. Begitu juga 
dalam surat al-An‟am ayat 87 yang berbunyi: 
                                
“Dan Kami lebihkan (pula) derajat sebahagian dari bapak-bapak 
mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka. dan Kami telah 
memilih mereka (untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul) dan 
Kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus.” 
 
Selanjutnya menurut beliau, hadist Rasulullah yang memberikan 
dasar pelaksanaan kafa‟ah nasab syarifah ini adalah hadist tentang 
peristiwa pernikahan Siti Fathimah dengan Ali bin Abi Thalib, 
sebagaimana diketahui bahwa mereka berdua adalah manusia suci yang 
telah dinikahkan Rasulullah SAW, yang berbunyi: 
“sesungguhnya aku hanya seorang manusia biasa yang kawin 
dengan kalian dan mengawinkan anak-anakku kepada kalian, 
kecuali perkawinan anakku Fathimah. Sesungguhnya perkawinan 
Fathimah adalah perintah yang diturunkan dari langit (telah 
ditentukan oleh Allah SWT). Kemudian Rasulullah memandang 
kepada anak-anak Ali dan Ja‟far, dan beliau berkata: “anak 
perempuan kami hanya menikah dengan anak laki-laki kami, dan 
anak laki-laki kami hanya menikah dengan anak perempuan kami.” 
 
Dari hadist tersebut, menurut beliau, anak-anak perempuan 
(syarifah) menikah dengan laki-laki (sayyid/syarif), dan begitu pula 
sebaliknya. Pelaksanaan kafa‟ah yang dilakukan oleh para keluarga 
alawiyin didasari oleh perbuatan Rasul, yang dicontohkan dalam 
menikahkan anak putrinya Fathimah dengan Ali bin Abi Thalib. Hal itu pula 
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yang mendasari para keluarga alawiyin menjaga anak putrinya untuk tetap 
menikah dengan laki-laki yang sekufu sampai saat ini. 
Selanjutnya menurut beliau, jika telah terjadi pernikahan antara 
syarifah dengan laki-laki yang bukan sayyid, maka anak keturunan 
selanjutnya adalah bukan sayyid, hal itu disebabkan anak mengikuti garis 
ayahnya, implikasinya keutamaan serta kemuliaan yang khusus 
dikaruniakan Allah SWT untuk ahlul bait dan keturunannya tidak dapat 
disandang oleh anak cucu keturunan seorang syarifah yang menikah laki-
laki yang bukan sayyid.49  
Oleh karena itu, anak perempuan keturunan Sayyid yang 
melakukan pelanggaran, oleh keluarga mereka dianggap tidak pernah 
ada/tidak pernah lahir dalam kehidupan ini sehingga tidak cakap dalam 
hal mewaris. Sekalipun menurut hukum Islam hal-hal yang dapat dijadikan 
sebagai penghalang mewaris, seperti pembunuhan, perbedaan agama, 
dan perbudakan; dan dalam al-Qur‟an di surat an-Nisaa‟ ayat 7, 11, 12, 
dan 176 telah jelas ditentukan bagiannya masing-masing. Juga menurut 
hukum kewarisan Islam itu sendiri sebab-sebab seorang mewaris yaitu 
karena hubungan kekeluargaan, karena perkawinan, dan karena wala‟, 
masyarakat keturunan Sayyid ini tetap akan mengikuti apa-apa yang telah 
menjadi kebiasaan di lingkungan komunitasnya. 
Akan tetapi menurut pendapat penulis, sekalipun hal tersebut 
secara tidak langsung disebutkan dalam al-Qur‟an dan hadist bahwa 
                                                             
49
  Almasyhur, Idrus Alwi, 2002, Sekitar Kafa‟ah Syarifah dan Dasar Hukum 
Syariahnya, Yayasan Almustarsyidin: Jakarta, hlm.45. 
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mereka memiliki keistimewaan tersendiri sebagai keturunan langsung dari 
Nabi Muhammad SAW, masyarakat keturunan Sayyid atau dikhususkan 
ke para orang tua yang memiliki anak perempuan yang melanggar 
adatnya, hendaknya juga melihat ayat-ayat al-Qur‟an yang lain, yang di 
mana sudah dengan jelas disebutkan bagian-bagian harta warisan dari 
anak perempuan itu sendiri. 
 
C. Kedudukan Hukum Anak Perempuan Keturunan Sayyid 
terhadap Harta Warisan Orang Tua Menurut Hukum Islam dan 
Hukum Adat Setempat 
Dalam kaitannya dengan akibat yang ditimbulkan oleh kebiasaan 
ini biasanya mengakibatkan anak perempuan tersebut menjadi terhalang 
untuk mendapatkan warisan orang tuanya, dikarenakan menurut adat 
setempat anak perempuan Keturunan Sayyid yang berani menikahi laki-
laki di luar komunitasnya dianggap tidak pernah ada atau dianggap telah 
meninggal dunia. Menurut Danial, salah seorang tokoh adat, bisa saja 
mereka mendapatkan harta warisan orang tuanya, tergantung dari 
karakter keluarganya. Keluarga yang memiliki watak yang tidak terlalu 
keras biasanya akan mempertimbangkan lagi hal tersebut. 
Menurut  SA, nama samaran, orang tua anak perempuan yang 
menikah dengan laki-laki di luar komunitasnya, dalam hal pembagian 
warisan, dapat atau tidaknya harta warisan terhadap anak mereka yang 
melakukan pelanggaran, biasanya akan dirundingkan dulu ke keluarga 
besar. Apakah keluarga besar setuju atau tidak untuk membagikan harta 
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warisannya kepada anak perempuan mereka yang melakukan 
pelanggaran, tetapi yang biasanya terjadi dalam keluarga mereka, anak 
perempuan tersebut tetap tidak dapat menerima harta warisan orang 
tuanya, karena jika si orang tua tetap ingin anaknya membagikan harta 
warisannya ke anak perempuannya, mereka dianggap telah menyetujui 
perbuatan anak perempuan mereka dan berakibat mereka juga akan 
dikucilkan dari lingkungan. 
Terhalangnya seorang anak mendapatkan harta warisan orang 
tuanya umumnya diterima begitu saja tanpa adanya upaya untuk 
melakukan perlawanan. Menurut wawancara terhadap dua orang anak 
perempuan keturunan Sayyid yang menikah dengan laki-laki di luar 
komunitasnya, DR dan AH, nama samaran, pada umumnya mereka 
sudah mengetahui akibat tersebut karena dari sejak kecil mereka telah 
diberikan pengetahuan-pengetahuan tentang kebiasaan komunitas 
mereka serta akibat jika melanggar ketentuan yang telah diatur oleh adat 
mereka.  
Mereka juga menambahkan jika pelanggaran yang mereka lakukan 
membuat mereka merasa bebas, hak mereka terpenuhi dengan menikahi 
laki-laki pilihan mereka sendiri, dan mengenai masalah harta warisan 
orang tua mereka tidak peduli lagi apakah mereka akan mendapatkan 
atau tidak.  
Hal ini juga dibenarkan oleh salah seorang hakim di Pengadilan 
Agama Takalar, Andi Muhammad Yusuf Bakri, bahwa hingga saat ini ia 
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belum pernah menemukan adanya gugatan waris karena kasutgfs 
tersebut. 
Dengan demikian dapat dipahami bahwa tidak adanya tuntutan 
masyarakat dari pihak yang tidak mendapatkan warisan hanya karena 
alasan menikah dengan laki-laki dari luar komunitas Sayyid, maka dapat 
ditarik suatu kesimpulan bahwa kebiasaan tersebut benar-benar dipatuhi 
dan ditaati oleh masyarakat, terutama masyarakat yang terlibat langsung 
di dalamnya, baik yang mendapatkan keuntungan maupun yang dirugikan. 
Menurut penulis, kebiasaan masyarakat keturunan Sayyid yang 
melakukan pemutusan hubungan keluarga jika ada anak perempuan 
mereka yang menikahi laki-laki di luar komunitasnya menjadi terhalang 
mewaris bertentangan dengan isi al-Qur‟an itu sendiri dalam surat an-
Nisaa‟ ayat 7, 11, 12, dan 176 yang dengan jelas telah membagi 
bagiannya masing-masing serta hukum kewarisan Islam yang telah 
menentukan secara rinci dan jelas mengenai hal-hal yang dapat dijadikan 
sebagai penghalang mewaris, seperti pembunuhan, perbedaan agama, 
dan perbudakan. 
Untuk anak perempuan yang telah bercerai dari suaminya dan ingin 
kembali ke keluarganya, menurut Danial, salah seorang tokoh adat, 
kembali lagi ke persetujuan keluarga besar dan karakter dari keluarganya, 
apakah ia berhak mendapatkan harta warisan atau tidak. 
Adapun akibat yang ditimbulkan dengan adanya kebiasaan 
tersebut sangat merugikan pihak ahli waris apalagi dengan kebiasaan 
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tersebut sangat sulit lagi terjadi perdamaian secara sukarela antara orang 
tua kepada anaknya. Oleh karena itu, secara non litigasi sangat sulit bagi 
anak perempuan itu untuk kembali memperoleh haknya sebagaimana 
layaknya seorang ahli waris. 
 
D. Perlindungan Hukum terhadap Anak Perempuan Keturunan 
Sayyid yang Menikah Di Luar Komunitasnya 
Dalam menentukan faktor penyebab terhalangnya anak perempuan 
keturunan Sayyid menerima warisan, selain berpedoman kepada aturan 
hukum  kewarisan Islam, juga berpedoman kepada salah satu kebiasaan 
masyarakat yang telah terjadi secara terus menerus sejak dahulu hingga 
saat ini. Kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan pemutusan 
hubungan keluarga antara orang tua dengan anak perempuannya yang 
menikahi laki-laki yang berasal dari luar komunitas Sayyid. 
Dengan adanya hal tersebut, tidak berarti harapan untuk 
mendapatkan haknya kembali pupus sama sekali. Menurut Andi 
Muhammad Yusuf Bakri, salah seorang hakim di Pengadilan Agama 
Takalar, dalam kaitan ini anak perempuan tersebut dapat mengajukan 
persoalannya ke pengadilan agama dalam hal bentuk gugatan waris, 
dengan gugatan tersebut melalui majelis hakim dapat memberikan 
solusinya dengan memberlakukan aturan hukum kewarisan Islam 
sehingga faktor penghalang mewaris yang tidak sesuai dengan hukum 
kewarisan Islam dapat dikesampingkan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Kebiasaan masyarakat keturunan Sayyid yang melarang anak 
perempuan mereka menikah dengan laki-laki yang bukan 
keturunan Sayyid yang mengakibatkan anak perempuan tersebut 
menjadi terhalang mewaris bertentangan dengan hukum kewarisan 
Islam. 
2. Akibat yang ditimbulkan dari kebiasaan tersebut dalam hal 
kewarisan yaitu terhalangnya hak mewaris terhadap harta warisan 
orang tua bagi anak perempuan keturunan Sayyid dan putusnya 
hubungan kekeluargaan  antara orang tua dengan anaknya yang 
disebabkan oleh ambisi untuk mempertahankan kenasaban 
keluarga. 
3. Anak perempuan keturunan Sayyid dapat memperoleh haknya 
kembali dengan mengajukan gugatan waris ke pengadilan agama. 
 
B. Saran  
1. Untuk menghindari berlangsungnya kebiasaan masyarakat 
keturunan Sayyid dalam melakukan pemutusan hubungan 
kekeluargaan, disarankan kepada masyarakat agar jangan terlalu 
subjektif dalam menilai sebuah ayat al-Qur‟an. 
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2. Frekuensi penyuluhan hukum  terus ditingkatkan, khususnya 
mengenai hukum-hukum Islam  dalam berbagai aspek, terutama 
mengenai penyebab terhalangnya ahli waris dalam mendapatkan 
warisan, sehingga rendahnya pengetahuan hukum maupun tingkat 
kesadaran hukum masyarakat keturunan Sayyid yang melakukan 
kebiasaan pemutusan hubungan kekeluargan jika anak perempuan 
mereka menikah dengan laki-laki yang bukan keturunan Sayyid 
sebagai penghalang mewaris dapat dihindarkan, dan sejalan 
dengan hal tersebut masyarakat yang menjadi korban dapat 
memperoleh haknya kembali sebagai ahli waris dengan cara 
mengajukan gugatan melalui pengadilan agama. 
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